


[bookmark: _TOC_250020]BAB II TINJAUANPUSTAKA


A. [bookmark: _TOC_250019]TinjauanumumtentangTindakPidana

1. [bookmark: _TOC_250018]PengertianTindakPidana
Istilahtindak pidana berasaldariBahasa Belanda yaitu strafbaar feit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan defenisi strafbaar feit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaar feit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Strafbaar feit terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.5
Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan olehBambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :
a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.6
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h. 69.

5AdamChazwi,PelajaranHukumPidanaBaganI,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2001,

6BambangPoernomo,Asas-asasHukumPidana,GhaliaIndonesia,Jakarta,1985,h.91
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Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld)oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:
1) Diancamdenganpidana olehhukum

2) Bertentangandengan hukum

3) Dilakukanolehseseorang dengankesalahan(schuld)

4) Seseorangitudipandangbertanggung jawabatasperbuatannya.7

2. [bookmark: _TOC_250017]Unsur-UnsurTindakPidana
Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan suatu tersangka yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan tindak pidana. Sebagaimana setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :
a. Unsur Subjektif

Adapun yang menjadiunsur subjektifadalahunsur-unsur yang melekat pada dirisipelaku atau yang berhubungan dengan dirisipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :
1) Kesengajaanatautidak kesengajaan(dolus atauculpa);

7RoniWiyanto,Op.Cit,h.160.
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2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatansepertipencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5) Perasaantakutatauvresssepertiyang dalamPasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1) Sifatmelanggarhukumatauwederrechtelijkheid;

2) Kualitasdarisipelaku;
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.8
Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
1) Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.

8P.A.F.Lamintang,Dasar-DasarHukumPidanaIndonesia,PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 2013, h. 193-194




2) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.9


Menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal- hal seperti di bawah ini :
1) Pebuatan/rangkaianperbuatan manusia.

2) Yangbertentangandenganperaturanperundang-undangan.

3) Diadakantindakan hukuman.10

3. [bookmark: _TOC_250016]JenisSanksiTindakPidana
Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum,sebagaisuatusanksiyang menderitakanataunestapa yangsengajaditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.11
Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupunterkena hukuman lain daripihak berwajib. Sanksipidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.







1993,h.1

9Moeljatno,Azas-AzasHukumPidana,RinekaCipta,Jakarta,1993,h.69
10R.Tresna,Azas-AzasHukumPidana,Tiara,Jakarta,1990,h.20
11AndiHamzah,SistemPidanadanPemidanaanIndonesia,PradnyaParamita,Jakarta,




Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untukmerehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.12
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis- jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadidua kelompok,antara pidana pokokdenganpidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:13
a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
c. Jenispidanapokokyangdijatuhkan,bilatelahmempunyaikekuatanhukumtetap
(inkrachvangewijsdezaak)diperlukansuatutindakanpelaksanaan(executie).
Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah :
a. PidanaPokok

1) Pidanamati;

2) Pidanapenjara;

12Ishaq,Dasar-dasarIlmuHukum,Sinar Grafika,Jakarta,2008,h.244
13Adami Chazawi, PelajaranHukumPidanaBagian1(StelsePidana, Tindak PidanaTeori- teori pemidanaan dan Batas berlakunya), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 26-27.




3) Pidanakurungan;

4) Pidanadenda; dan

5) Pidanatutupan.

b. PidanaTambahan
a. Pencabutanhak-hak tertentu;

b. Perampasanbarang-barang tertentu;dan

c. Pengumumanputusanhakim.

Pidanapokokdenganpenjelasannyasebagaiberikut:

1) PidanaMati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, makapandangantersebut kelirukarenapadahakikatnyapelaksanaanpidana mati tidak dilakukan di depan umum. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.14






14AndiHamzah,Azas-AzasHukumPidana,RinekaCipta,Jakarta,2008,h.178




2) PidanaPenjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:15
a. Pensylvanian system, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luarmaupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Celluraire system.
b. Auburn System, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri- sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system.
3) PidanaKurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.
Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. LamanyapidanakurunganiniditentukandalamPasal18KUHPyangberbunyi:(1)
Lamanyapidanakurungansekurang-kurangnyasatuharidanpalinglamasatutahun.

15AdamiChazawi,Op.Cit,h.120-121




(2)Hukumantersebut dapat dijatuhkanuntukpaling lamasatutahunempat bulanjika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
4) Pidanadenda
Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.16
Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupundenda dijatuhkanterhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.
5) Pidanatutupan
Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.17 Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24.
16 A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 294
17Ibid,h. 299




DidalamPasaltersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM). Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupanini, jelastidak dianut dalamKUHP. Sistemsepertiinidapat ditemukandalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.18
AdapunpenjelasantentangPidanaTambahan, sebagaiberikut:

1) Pencabutanhak-haktertentu

Pasal35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalamputusan Hakim dari hak si bersalah ialah :
a. Hakuntukmenjabatsegalajabatanataujabatantertentu.

b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
c. Hakmemilih dan dipilih dalam pemilihanberdasarkan Undangundang dan peraturan umum.
d. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
e. Kekuasaanorang tua,perwaliandanpengampunan atasanaknya sendiri.

f. Hakuntukmengerjakantertentu.



18TeguhPrastyo, HukumPidanaMateril,JilidI,KurniaKalam,Yogyakarta,2005,h.135.




2) Perampasanbarang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:
a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut Corpora Dilictie.
b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan Instrument Dilictie.
c. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik siterhukumkecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
d. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).
3) Pengumumanputusanhakim

Pengumuman	putusan	hakim	seyogyanya	tiap-tiap	keputusan	hakim diumumkandenganpintu	terbuka	dansecara	umum,	tetapikadang-kadang




pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.19
Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenanrnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaanya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya.DalamkonteksKUHPdinyatakanapabila hakimmemerintahkansupaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.
B. [bookmark: _TOC_250015]TindakPidanaPencabulan

1. [bookmark: _TOC_250014]PengertianTindakPindaPencabulan
Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.20



19SyaifulBakhri,PerkembanganStelsePidanaDiIndonesia,TotalMedia,Yogyakarta, 2009, h. 218
20HamzahHasan,KejahatanKesusilaanPerspektifHukumPidanaIslam,Alauddin University Press, Makassar, 2012, h. 173.




Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana menurut HogeRoadyang mengandungpengertianperpaduanantaraalat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dimana diisyaratkan masuknya peniske dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu apabila tidak memenuhi salah satu syaratsaja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa, atau ancaman kekerasan kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.21
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:22
a. Exhibitionism,sengaja memamerkankepadaoranglain;

b. Voyeurism,menciumseseorangdenganbernafsu;

c. Fondling,mengelus/merabaalatkelaminseseorang;

d. Fellato,memaksaseseoranguntukmelakukankontak mulut.
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang dimana seorang pria melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur yaitu keluarnyaairmani,yangartinyaseorangpriatersebuttelahmenyelesaikan
21 AdamiChazawi, TindakPidanaMengenaiKesopanan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 80.
22Leden Marpaung,KejahatanTerhadapKesusilaan,PT.SinarGrafika,Jakarta,2004,h.64.




perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.
2. [bookmark: _TOC_250013]KetentuanHukumTindakPidanaPencabulan
Ketentuanyang mengaturtindakpidanapencabulanyangdilakukanterhadap anak di atur didalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014. Tindak pidana pencabulan yang di atur dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang belum berumur 15 tahun.23
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIV Pasal 294 Ayat (1) yang ancaman hukumannyaadalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa.
Apabila perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Mencobamelakukankejahatandipidana,jikaniatuntukitutelahternyatadari







23 Rifqi Afrianto, August Hamonangan, Analisis Yuridis Tindak Pidana PencabulanTerhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg), Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, 2022, h. 6354




adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”24
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya merupakan orang yang dekat dengan anak. Bahkan, tidak jarang dilakukan olehorang yang memilikihubungandarahdengan korban. Namun, kekerasanseksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban tidak banyak terungkap dan masyarakat yang ada disekitarnya tidak menyadari.
Hal ini disebabkan, masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat intern dan menganggap bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Pasal-pasal yang mengaturtentang kejahatantindak pidana pencabulan yaitu KUHPdanUUNo.35Tahun2014 tentangperubahanatas UUNo. 23tahun2002. Di KUHPdijelaskandalamPasal289,Pasal290,Pasal292,Pasal293,Pasal294,Pasal
295, dan Pasal 296 KUHP, sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82.
AdapunisidariPasal-pasalyangmengaturtentangdelikpencabulansebagai

berikut:







24IshanaHanifah,HimpunanLengkapKuhperKuhpKuhap,Laksana,Yogyakarta,2014,h.
88.




a. KUHP

1) Pasal289KUHP

Barangsiapadengankekerasanatauancamankekerasanmemaksaseseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun.
2) Pasal290KUHP

Diancamdenganpidanapenjarapalinglamatujuhtahun:

a) Barangsiapa yang melakukanperbuatancabuldenganseseorangsedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
c) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun ataukalautidaknyataberapaumurnya, bahwa iabelummasanyakawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.
3) Pasal292KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasadarijeniskelaminyangsama,sedangdiketahuinyaataupatutharus




di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
4) Pasal293(1)KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikanuangataubarang, dengansalahmempergunakanpengaruhyang berkelebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yangtidakbercacat kelakuannya, yangdiketahuinyaataupatut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikandilakukanperbuatan yang demikianpada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
5) Pasal294KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percajakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
6) Pasal295KUHP

a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapayang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yangdikerjakanolehanaknya,anaktirinyaatauanakangkatnyayang




belumdewasa,olehanakangkatnya yang belumdewasa,olehanak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lainyang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya , bahwa ia ada belum dewasa.
7) Pasal296KUHP

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak- banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
b. DalamUUNo.35Tahun2014 tentang PerlindunganAnak

1) Dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah)”.




2) Pasal76E UU No. 35Tahun2014 Tentang perlindunganAnak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”.
3. Unsur-UnsurTindakPidanaPencabulanDalam KUHP
Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 Ayat (2)UU No. 35 Tahun 2014 adalah:
a. Unsur subjektif,yangterdiridariduabagianantaralain:

1) Setiap orang, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undang- Undang untuk delik tertentu. Setiap orang selalu iartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.
2) Dengan sengaja, Seodarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan sengaja




adalahseseorangyangmelakukansuatuperbuatanterlebihdahuluadanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.
Ada 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu sebagai berikut:
a) Kesengajaansebagaimaksuduntukmencapaisuatutujuan;

b) Kesengajaandengansadarkepastian;

c) Kesengajaandengansadarkemungkinan.25

Tindak pidana yang terdapat didalamKitabUndang-Undang HukumPidana itu pada umunya dapat dijabarkan ke dalamunsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
Yang dimaksud dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
a. Unsur subjektifdarisesuatutindak pidanaadalah:26

1) Kesengajaanatauketidaksengajaan(dolus atauculpa)

2) Maksudatauvoornemenpadasuatupercobaanataupogingsepertiyang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

25Soedarto,HukumPidanaI,YayasanSudaro,FakultasHukumUniversitasDiponegoro, Semarang, 1990, h. 79.
26PAF.Lamintang dan Franciscus TheojuniorLamintang,Dasar-DasarHukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, h. 192




3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4) Merencanakanterlebihdahuluatau voorbedachteraadsepertiyang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
b. Sedangkanunsur objektifdarisuatutindak pidanaadalah:

1) Sifatmelanggarhukumatauwederrechtelijkheid

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.


C. [bookmark: _TOC_250012]Tinjauan Umumtentang Anak

1. [bookmark: _TOC_250011]PengertianAnak
Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikanartibagiorang tuanya. Artidisinimengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semuacita-citaharapandaneksistensihidupnya.Anakdikonotasikansebagai




manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.27
Anak menurut Pasal1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23Tahun 2002 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Menurut Pasal1 Ayat (5) UU No. 39Tahun1999, anak didefinisikan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
Dengan demikian apabila ditinjau dari beberapan pengertian tentang anak, diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk didalam kandungannya.
2. [bookmark: _TOC_250010]HakAnak
Pengertian hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dandipenuhiolehorang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
Hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002dimana tujuan tentang perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak- hakanakagardapathidup,tumbuh,berkembang,danberpartisipasisecaraoptimal
sesuaidenganharkatdanmartabatkemanusiaan,sertamendapatperlindungandari

27Waluyadi,HukumPerlindunganAnak,CV.Mandar Maju,Bandung,2009,h.3




kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berakhlak mulia, dan sejahtera.
Hak-hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002, yang terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Anak, baik secara rohani maupun jasmani, menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.
Hak asasi anak telah diakui dan dlindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai Negara peserta konvensi tentang Hak anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia diantaranya :
1. Melakukan pencegahan agar anak tidak terhindar dari penculikan,penyelundupan dan penjualan Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secarafisikmaupunpsikolog,prostitusi,segala bentuk diskriminasi dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan anak yang berkonflik dengan Hukum.
2. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi. Dilarang memeberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjaa seumur hidup, penahanansemena- mena dan perampasan kemerdekaan.28



28RonaSmith,HukumHakAsasiManusia,PusatStudiHAMUII,Yogyakarta,2008,h.
267




Menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan peranannya. Kewajibanuntuk melindungihak-hakanakadalahkewajibansemuapihak.Kemudian sejak ditetapkannya UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan bagi anak Indonesia telak memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relative lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014.29
Hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, yaitu wajib dipastikan,dilindungi dan dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah dan Negera. Hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang yaitu sebagai berikut :
a. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
b. Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sbg identitas diri & status kewarganegaraan (Pasal 5).
c. Tiap-tiap anak mempunyai hak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, & berekspresitepat bersama tingkat kecerdasan & usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
d. Tiap-tiapanakmempunyaiwewenangbuatmengetahuiorangtuanya,

29Ibid,h. 36




dibesarkan,&diasuholehorang tuanyasendiri(Pasal7Ayat1).

e. Dalam faktor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar sehingga anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sbg anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Ayat 2).
f. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan & jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, & sosial (Pasal 8).
g. Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya & tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan & bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
h. Tiap-tiap anak berwenang menyebuntukan dan didengar opininya, menerima, mencari, dan memberikan berita cocok bersama tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan ia cocok bersama nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. (Pasal 10)
i. Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat dan memakai ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, dan berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, dantingkat kecerdasannya demipengembangandiri. (Pasal11).
j. Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social. (Pasal 12)
k. Tiap-tiap anak tatkala dalampengasuhanorang lanjut umur, wali, atau pihak lain manajugayangbertanggungjawabataspengasuhan,mempunyaiwewenang




mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi juga seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. (Pasal 13)
l. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak & ialah pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
m. Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapati perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasanserta perlibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
n. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi. (Pasal 16)
o. Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang untuk memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektifdalamtiap-tiap tahapanupaya hukum yang berlaku danMembela diridan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objekti dan tak memihak dalam sidang tertutup buat umum. (Pasal 17)
p. Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapati pertolongan hukum atau pertolongan yang lain (Pasal 18).




Diantara hak-hak yang wajibdidapatkanolehanak maka ada juga kewajiban anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002, yaitu dalam Pasal 19 Tiap-tiap anak berkewajiban :
a. Menghormatioranglanjutusia, walidanguru.
b. Mencintaikeluarga,penduduk, danmenyayangisahabat.

c. Mencintaitanahair,bangsadan negeri.

d. Menunaikanibadahsesuaidenganaliranagamanya.

[bookmark: _GoBack]Menjalankanrutinitasdanakhlakyangmulia.
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